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PUTUSAN
Nomor 445/Pdt.G/2017/PA PIp..

s DV N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara
pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat
yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
tidak ada, bertempat tinggal di Kota Palopo., selanjutnya
disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Agen
Mobil, bertempat tinggal di Kota Palopo., selanjutnya disebut
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor
445/Pdt.G/2017/PA PIp.. tanggal 10 Agustus 2017, telah mengemukakan
hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 bertepatan dengan
tanggal 28 Rojab 1437 H., Penggugat dengan Tergugat melangsungkan
pernikahan di Dusun Kombong, Kecamatan Suli, kabupaten Luwu.
berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0051/ 007/ Il / 20186,
tertanggal 17 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Suli, Kabupaten

Luwu.
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2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama
sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman rumah orang tua
Penggugat di Kelurahan Rampoang, Kecamatan Bara, Kota Palopo
selama 1 tahun 4 bulan,

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah
melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi
belum dikaruniai anak.

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula
berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2016 antara Penggugat
dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang
mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada
akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa, perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh:

- Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat
walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan sepeleh.

- Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain.

- Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat.

- Tergugat bila marah menghacurkan barang-barang yang ada

didekatnya.;

6. Bahwa, pada bulan Juni tahun 2017, terjadi pertengkaran dan
perselisihan yang disebabkan hal tersebut diatas lalu tergugat pergi
meninggalkan rumah Penggugat sehingga, terjadi pisah tempat tinggal
yang sudah berjalan 2 bulan lamanya.;

7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas
Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun
kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia
di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat
telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim
Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan

Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal
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Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat
pernikahan dilangsungkan;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar
Ketua Pengadilan Agama Palopo c.g. majelis hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai
berikut:

Primer

- Mengabulkan gugatan Penggugat;

- Menjatuhkan talak satu bain sughraTergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT).

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk
menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat danTergugat dan
Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

- Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di
persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan
kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah,
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya
tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka
proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap
berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah
tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang
tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan
Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

mengajukan alat-alat bukti:
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A. Surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0051/007/111/2016
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli,
Kabupaten Luwu, tanggal 17 Maret 2016, bermeterai cukup sesuai
dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P ;

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI |, umur 52. tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan
ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kota Palopo, telah
memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya
adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat
bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan
Tergugat adalah menantu saksi;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal
dikediaman saksi di Kota Palopo selama 1 tahun 4 bulan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya
rukun dan harmonis;

- Bahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering
muncul perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan tergugat cekcok dan
bertengkar;

- Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena
Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap
Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan
sepele, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki
lain, sering mengucapkan Kkata-kata cerai, bila marah
menghacurkan barang-barang yang ada didekatnya;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama
lagi yang sudah berjalan 2 bulan lamanya;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah

memberikan nafkah kepada Penggugat;
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- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah merukunkan
Penggugat dan Tergugat tapi Penggugat sudah tidak mau kembali
karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan
Tergugat;

2. SAKSI II, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
Pensiunan Dinas Pendidikan Kota Palopo, berkediaman di Kota
Palopo, memberikan keterangan di bawah  sumpahnya pada
pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat
bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan
Tergugat adalah menantu saksi;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal
dikediaman saksi di Kelurahan Rampoang, Kecamatan Bara, Kota
Palopo selama 1 tahun 4 bulan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya
rukun dan harmonis;

- Bahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering
muncul perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok dan
bertengkar;

- Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena
Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap
Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan
sepele, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki
lain, sering mengucapkan Kkata-kata cerai, bila marah
menghacurkan barang-barang yang ada didekatnya;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama
lagi yang sudah berjalan 5 bulan lamanya;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah

memberikan nafkah kepada Penggugat;
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- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah merukunkan
Penggugat dan Tergugat tapi Penggugat sudah tidak mau kembali
karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan
Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat
membenarkan, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya
karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil
gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon
putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuklah hal-hal yang tertuang
dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan

dari uraian putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 setiap perkara
harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah
hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan,
sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati
Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan
Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan
dalil pokok bahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering
muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat suka
berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya
disebabkan oleh persoalan-persoalan sepele, Tergugat menuduh Penggugat
selingkuh, sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat, bila
marah menghancurkan barang-barang yang ada didekatnya dan pada bulan

Juni tahun 2017 terjadi lagi cekcok yang mengakibatkan Tergugat pergi
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meninggalkan rumah sehingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah
berjalan 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa secara yuridis, Penggugat mendalilkan
gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai pokok gugatan Penggugat untuk
bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim akan memfokuskan penilaian pada
unsur perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus, dan tidak
adanya harapan untuk dirukunkan dalam kehidupan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat, dengan mengacu pada penilaian atas faktor
penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas, dan hal lain yang
berkaitan, baik yang didalilkan Penggugat pada posita gugatannya maupun
yang terungkap pada persidangan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai
alasan perceraian, pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti
tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar
Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P sebagai akta otentik yang
nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dinyatakan terbukti
bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah
sebagaimana tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli
Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa adapun saksi yang diajukan oleh Penggugat
merupakan orang yang cakap menjadi saksi, telah memberi keterangan di
bawah sumpah, hal mana keterangannya disampaikan di hadapan
persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam
perkara ini. Secara materil, keduanya memberikan keterangan yang secara
umum berkaitan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga
pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat
dipertimbangkan secara bersama-sama dalam menilai dalil-dalil gugatan
Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun materi keterangan saksi mengenai

perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta
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penyebab pertengkaran, kedua saksi mengetahuinya yang mana kedua
saksi masing-masing sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat
yang disebabkan karena Tergugat suka berkata kasar, ringan tangan,
menuduh Penggugat selingkuh, sering mengucapkan cerai, dan merusak
barang-barang bila marah, oleh karena kedua saksi telah memberikan
keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain serta meneguhkan dalil
gugatan Penggugat, maka keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima
dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat lainnya perihal pisah tempat

tinggal sejak Juni 2017 hingga sekarang, terhadap hal tersebut saksi |
menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi
sudah berjalan 2 bulan lamanya, sedangkan saksi Il menerangkan
Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sudah berjalan 5 bulan
lamanya. Keterangan-keterangan tersebut didasarkan pada penglihatan dan
pengetahuan langsung masing-masing saksi, meskipun keterangannya
terpisah dan berdiri sendiri-sendiri mengenai waktu pisah tempat tinggal
Penggugat dan Tergugat, akan tetapi keterangan-keterangan tersebut
memiliki keterkaitan dan hubungan yang erat antara satu sama lain. Oleh
karena itu, berdasarkan Pasal 307 R.Bg. di atas, maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima,
sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah
pisah tempat tinggal sejak Juni 2017;

Menimbang, bahwa dalam persidangan kedua saksi mengungkap
fakta baru bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal
tidak ada nafkah serta pihak keluarga telah mengupayakan damai namun
tidak berhasil, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut dapat
dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,
maka Pengadilan telah menemukan fakta-fakta hukum yang terbukti

mengenai keadaan antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
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1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran disebabkan Tergugat suka berkata kasar dan ringan
tangan, menuduh Penggugat selingkuh, sering mengucapkan kata cerai
serta bila marah merusak barang-barang ;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal
sejak Juni 2017 hingga sekarang yang sudah berjalan 4 bulan lamanya;

3. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat
tidak ada nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;

4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat
dan Tergugat akan tetapi Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan
kelakuan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti
di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
sebagaimana yang terungkap dalam persidangan yang mana mengakibatkan
antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Juni 2017
hingga sekarang, kondisi seperti ini tidak biasanya ada pada pasangan yang
rukun dan harmonis, karena tidak mungkin Penggugat dan Tergugat hidup
berpisah jika tidak terjadi pertengkaran yang sudah sampai pada tingkat
perpecahan rumah tangga, begitu pula tidak mungkin keluarga Penggugat
mengupayakan damai antara Penggugat dan Tergugat, jika tidak ada
perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu selama Penggugat dan
Tergugat pisah maka selama itu dianggap perselisihan dan pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat masih terjadi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dan Tergugat yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, patut diduga
disebabkan oleh tidak terjalinnya saling pengertian, saling menghargai,
saling menghormati dan saling menunaikan kewajiban yang baik dalam
kehidupan berumah tangga. Hal ini diperkuat oleh fakta di persidangan
bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan
tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dengan
keadaan yang demikian itu, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah

tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikatakan sebagai rumah tangga
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yang tidak harmonis lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang
berlangsung secara terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dapat
dirukunkan kembali, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat harus
dinyatakan telah beralasan hukum dan memenuhi unsur-unsur yang
dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun
1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum IslamMenimbang, bahwa oleh
karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sementara dalil gugatan
Penggugat telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1)
R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah mengalami perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan
Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk
menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat
dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua kali
perubahan menyatakan bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini
dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum syar’i serta perundang-undangan
yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan
salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu
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(tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan
Penggugat dan Tergugat dilangsungkan) untuk dicatat dalam daftar yang
disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh pulh satu ribu rupiah);
Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis
Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa, tanggal 03
Oktober 2017 Masehi. bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1439
Hijiriyah. oleh Drs. Abd. Rahman sebagai Ketua Majelis, Tommi, S.HI dan
Hapsah, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh
Musdalifah, S.H., M.H  sebagai Panitera Pengganti, putusan mana
diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I, Ketua Majelis,
ttd ttd
Tommi, S.HI. Drs. Abd. Rahman.

Hakim Anggota I,
ttd
Hapsah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd
Musdalifah, S.H.,M.H

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp  30.000,-
- ATK perkara Rp  50.000,-
- Panggilan Rp 180.000,-
- Redaksi Rp 5.000,-
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- Meterai Rp 6.000,-
Jumlah Rp 271.000,-
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)
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